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ABSTRAK

Hubungan industrial sering menimbulkan perselisihan mengenai pemenuhan hak
pekerja, khususnya setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satu instrumen yang
dapat memberikan perlindungan cepat ialah putusan serta-merta (uitvoerbaar bij
voorraad), namun dalam praktiknya permohonan tersebut tidak selalu dikabulkan.
Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak permohonan putusan
serta-merta pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk serta implikasinya
terhadap pemenuhan hak pekerja, dengan menggunakan teori keadilan Gustav
Radbruch dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
yuridis empiris. Data primer diperolen melalui wawancara dengan hakim
Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan data
sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku,
dan jurnal ilmiah. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan
pola penalaran induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan putusan serta-
merta didasarkan pada pertimbangan kepastian hukum, kehati-hatian, serta belum
terpenuhinya syarat Pasal 180 HIR dan pedoman SEMA Nomor 3 Tahun 2000 serta
SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim
menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Namun, penolakan tersebut mengakibatkan tertundanya pelaksanaan putusan dan
pemenuhan hak-hak normatif pekerja, sehingga perlindungan hukum yang diterima
pekerja belum efektif karena hak yang telah diakui secara yuridis belum dapat
segera direalisasikan.

Kata kunci: pertimbangan hakim, putusan serta-merta, uitvoerbaar bij voorraad;
hak pekerja, perlindungan hukum.
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ABSTRACT

Industrial relations frequently give rise to disputes concerning the fulfililment of
workers' rights, particularly following the termination of employment. One legal
mechanism intended to provide immediate protection is the provisionally
enforceable judgment (uitvoerbaar bij voorraad). However, in practice, requests for
such judgments are not always granted. This study examines the judges' legal
considerations in rejecting a request for a provisionally enforceable judgment in
Decision Number 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk and analyzes its implications for the
fulfillment of workers' rights by applying Gustav Radbruch's theory of justice and
Philipus M. Hadjon's theory of legal protection.

This research employs an empirical legal research method with an empirical
juridical approach. Primary data were collected through interviews with judges of
the Industrial Relations Court at the Yogyakarta District Court, while secondary
data were obtained from statutory regulations, court decisions, books, and scholarly
journals. The collected data were analyzed descriptively using a qualitative
approach and inductive reasoning.

The findings reveal that the rejection of the request for a provisionally
enforceable judgment was based on considerations of legal certainty, judicial
prudence, and the failure to satisfy the requirements set forth in Article 180 of the
Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Supreme Court Circular Letter (SEMA)
Number 3 of 2000, and SEMA Number 4 of 2001. These considerations reflect the
judges' effort to balance justice, expediency, and legal certainty. Nevertheless, the
rejection delayed the execution of the judgment and the fulfillment of workers'
statutory rights, thereby reducing the effectiveness of legal protection, as rights
recognized by the court could not be immediately enforced.

Keywords: judges' legal considerations, provisionally enforceable judgment
(uitvoerbaar bij voorraad), workers' rights, legal protection, industrial relations
dispute.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hubungan industrial merupakan hubungan yang terbentuk antara pekerja,
pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang maupun jasa yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, !

Dalam praktiknya, hubungan industrial sering menimbulkan perselisihan
antara pekerja dan pengusaha, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja,
pembayaran hak-hak pekerja, maupun pelaksanaan kewajiban para pihak.
Perselisihan tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian
perselisinan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial. Namun
demikian, dalam praktiknya putusan yang memenangkan pekerja belum tentu
secara langsung memberikan perlindungan hukum yang efektif. Hal ini
disebabkan karena pelaksanaan putusan sering kali tertunda akibat adanya
upaya hukum lanjutan seperti kasasi, sehingga hak-hak pekerja belum dapat
segera dipenuhi meskipun telah memperoleh putusan yang mengabulkan

tuntutannya.

tAhmad Hunaeni Zulkarnaen. "Masalah rawan dalam hubungan industrial dan konsep
negara kesejahteraan Indonesia.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2.2 (2018), him. 806-825.



Salah satu instrumen hukum vyang sebenarnya dapat memberikan
perlindungan cepat terhadap pekerja adalah putusan serta-merta atau
uitvoerbaar bij voorraad. Putusan ini memungkinkan suatu putusan tetap dapat
dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan
upaya hukum. Ketentuan mengenai uitvoerbaar bij voorraad diatur dalam Pasal
180 HIR yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan
pelaksanaan putusan terlebih dahulu dalam keadaan tertentu.

Dalam perkara perselisihan hubungan industrial, keberadaan putusan
sertamerta menjadi sangat penting karena hak-hak pekerja berkaitan langsung
dengan keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Hak pekerja seperti
pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun hak normatif lainnya sering
kali menjadi sumber utama kehidupan pekerja setelah terjadinya pemutusan
hubungan kerja. Oleh sebab itu, keterlambatan pelaksanaan putusan berpotensi
menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang serius bagi pekerja.

Permasalahan muncul ketika hakim menolak permohonan putusan
sertamerta dalam perkara hubungan industrial. Penolakan tersebut
menyebabkan putusan tidak dapat segera dilaksanakan sebelum memperoleh
kekuatan hukum tetap. Kondisi demikian tampak dalam Putusan Nomor
4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk, di mana majelis hakim menolak permohonan
uitvoerbaar bij voorraad meskipun perkara berkaitan dengan pemenuhan hak-
hak pekerja.

Pensiun merupakan salah satu alasan berakhirnya hubungan kerja yang

diakui dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan Pasal 154A ayat



(1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena pekerja memasuki usia pensiun.
Atas berakhirnya hubungan kerja tersebut, pekerja berhak memperoleh
kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pemberian hak-hak tersebut merupakan
bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pekerja setelah
berakhirnya masa pengabdiannya kepada perusahaan.?

Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak pekerja yang memasuki usia
pensiun tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh dapat
dilihat dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk yang melibatkan
Sukardi sebagai Penggugat dan PT Kusuma Sandang Mekarjaya sebagai
Tergugat.

Sukardi merupakan pekerja tetap yang telah bekerja sejak tanggal 15 Juni
1995 dan telah memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 62
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Kusuma Sandang Mekarjaya Periode
2022-2024 yang menetapkan usia pensiun pekerja adalah 57 tahun. Meskipun
telah memenuhi usia pensiun dan mengajukan permohonan pensiun kepada
perusahaan, tidak tercapai kesepakatan mengenai pemenuhan hak-hak yang

seharusnya diterima akibat berakhirnya hubungan kerja tersebut.

2 Naim, Sokhib, et al. "Pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan." Justisi 8.3 (2022), him. 163-176.



Perselisihan kemudian diselesaikan melalui perundingan bipartit dan
mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, namun para pihak tetap
tidak mencapai kesepakatan. Di satu sisi, Sukardi menuntut pemenuhan
hakhaknya sebagai pekerja yang telah memasuki usia pensiun. Di sisi lain,
perusahaan beralasan bahwa kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan
usaha sehingga belum mampu memenuhi tuntutan yang diajukan oleh
Penggugat.

Keadaan tersebut akhirnya mendorong Sukardi untuk mengajukan gugatan
ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta guna
memperoleh kepastian hukum mengenai status hubungan kerja dan hak-hak
yang timbul akibat pensiun. Dalam gugatannya, Sukardi tidak hanya meminta
penetapan pemutusan hubungan kerja karena pensiun dan pembayaran hak-
haknya, tetapi juga memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum dari pihak yang
kalah. Akan tetapi, permohonan putusan serta-merta tersebut tidak dikabulkan
oleh Majelis Hakim.

Penolakan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena di satu sisi pekerja
yang telah memasuki usia pensiun membutuhkan kepastian dan pemenuhan hak
secara cepat, sedangkan di sisi lain hakim mempertimbangkan aspek kepastian
hukum dan kehati-hatian dalam pelaksanaan putusan. Oleh karena itu,
penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak
putusan serta-merta serta implikasinya terhadap pemenuhan hak pekerja dalam

Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk.



Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar yaitu
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai tersebut harus
berjalan secara seimbang dalam setiap proses penegakan hukum. Dalam
konteks perkara hubungan industrial, penolakan putusan serta-merta perlu
dikaji apakah telah mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan substantif
bagi pekerja atau justru menghambat pemenuhan hak pekerja secara efektif.
Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya
bertugas menerapkan hukum secara formal, tetapi juga harus

mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam setiap putusannya.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan
putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) pada Putusan Nomor
4/Pdt.Sus-PHI1/2024/PN Yyk?

2. Bagaimana implikasi penolakan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij
voorraad) terhadap perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pekerja

dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PH1/2024/PN Yyk?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukanya penelitian ini



adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang ingin
dicapai penulis sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum
hakim dalam menolak permohonan putusan serta-merta
(uitvoerbaar bij voorraad) pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-
PHI1/2024/PN Yyk.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penolakan
putusan serta-merta terhadap perlindungan hukum dan
pemenuhan hak-hak pekerja.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum
ketenagakerjaan dan hukum acara perdata terkait putusan serta-
merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

b. Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapt memberikan
manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1) Bagi pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya



2)

3)

dalam bidang ketenagakerjaan dan peradilan hubungan
industrial, terkait efektivitas penerapan putusan serta-
merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Selain itu, penelitian
ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam
pembentukan maupun penyempurnaan regulasi yang
memberikan perlindungan hukum lebih efektif terhadap
pemenuhan hak-hak pekerja.

Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai
pentingnya pelaksanaan kewajiban terhadap pekerja
serta pentingnya menghormati putusan pengadilan
hubungan industrial. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
perusahaan agar lebih memperhatikan prinsip keadilan,
kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagi Pekerja, Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada
pekerja  mengenai  hak-haknya dalam  proses
penyelesaian  perselisihan ~ hubungan  industrial,
khususnya terkait putusan serta-merta (uitvoerbaar bij

voorraad). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat



menjadi referensi bagi pekerja dalam memperjuangkan
perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya secara
efektif melalui mekanisme peradilan hubungan

industrial.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dengan
subjek penelitian yang sama. Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian serta
menganalisis perbedaan-perbedaan antara penelitian terdahulu dengan
penelitian yang akan penulis lakukan:

Pertama, penelitian Mohammad Fandrian Adhistianto (2023) berjudul
“Penerapan Asas Nebis in Idem dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial”® membahas penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian
sengketa hubungan industrial. Penelitian tersebut berfokus pada pencegahan
pemeriksaan perkara yang sama secara berulang. Perbedaan dengan penelitian
penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini secara khusus
membahas pertimbangan hakim dalam menolak putusan serta-merta.

Kedua, penelitian Zefanya Tindas Mandagi Wuisan (2024) berjudul

“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu

3 Adhistianto, Mohammad Fandrian. "Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial." Masalah-Masalah Hukum 52.1 (2023), him. 11-20.



(Uitvoerbaar Bij Voorraad) di Pengadilan Negeri Manado™* membahas syarat
pemberian putusan uitvoerbaar bij voorraad dan pelaksanaan eksekusinya.
Penelitian penulis berbeda karena berfokus pada penolakan putusan serta-merta
dalam perkara hubungan industrial.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Sari Saragih, Isnaini, dan Sri
Hidayani (2024) dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian
Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Badan Hukum (Studi
Kasus Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN  Mdn)*® membahas
penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja serta pertimbangan hakim
dalam memutus perkara hubungan industrial. Fokus penelitian tersebut adalah
menilai kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan
yang berlaku. Adapun penelitian penulis lebih memfokuskan pada
pertimbangan hakim dalam menolak permohonan putusan serta-merta serta
dampaknya terhadap pemenuhan hak pekerja

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fi Saputra, Yetniwati, dan
Novianti (2025) dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja”® membahas

4 Putra, Addhie Yus Pramana. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Yang Dapat
Dilaksanakan Terlebih Dahulu (UITVORBAAR BlJ VOORAAD) Studi Kasus Pada Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam. Diss. Universitas Medan Area, 2008.

5 Saragih, Yuni Sari, Isnaini Isnaini, and Sri Hidayani. "Tinjauan Yuridis tentang
Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Badan Hukum (Studi Kasus
Putusan Nomor 68/Pdt. Sus-PHI/2023/PN Mdn)." JUNCTO: Jurnal llmiah Hukum 6.2 (2024), him.
377-384.

® Saputra, Rafi. Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt. Sus-
PHI/2023/PN Pbr Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja.
Diss. UNIVERSITAS JAMBI, 2025.
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pertimbangan hakim dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam
memutus sengketa pemutusan hubungan kerja. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek perlindungan hak
pekerja, keadilan substantif, dan dampak sosial pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus
penelitian, di mana penelitian penulis secara khusus menganalisis penolakan
putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan implikasinya terhadap
perlindungan hukum pekerja.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Muhammad dengan judul
“Kewenangan Mengadili Anjuran Tertulis Mediator Hubungan Industrial:
Kajian Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.SBY dan  Nomor
55/G/2023/PTUN.SBY”’ membahas kewenangan lembaga peradilan dalam
menilai anjuran tertulis mediator hubungan industrial serta kedudukan anjuran
tersebut dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Penelitian tersebut
menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian
ini tidak membahas putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), sedangkan
penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menolak
permohonan putusan serta-merta dan dampaknya terhadap pemenuhan hak

pekerja.

7 Junaidi, Muhammad. "Kewenangan Mengadili Anjuran Tertulis Mediator Hubungan
Industrial: Kajian Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-PHI/2024/PN. SBY dan Nomor 55/G/2023/PTUN.
SBY." Jurnal Yudisial 17.3 (2024), him. 295-311.
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E. Kerangka teoritik

Kerangka teoritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan
suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi barometer penulisan dan
penyusunan hasil penelitian serta membantu memberikan jawaban konseptual
atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dituangkan dalam rumusan
masalah. Oleh karena itu dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat
beberapa teori-teori yang akan digunakan antara lain:
1. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Teori Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum,

yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.®

a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini menilai
masalah dari sudut pandang hukum atau yuridis.

b. Asas keadilan hukum (gerectgheid). Asas ini meninjau masalah
dari perspektif filosofis, fokus pada konseo keadilan dalam
hukum.

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid). Asas ini meninjau
masalah dari segi sosiologis, mempertimbangkan manfaat dn
dampak sosial dari suatu hukum.®

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan

kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1995). him. 520 &
1041.

% Nasriyan, lyan. "Asas kepastian hukum dalam penyelengaraan perpajakan di
Indonesia.” Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 10.02 (2019), him. 87-93.
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bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas
pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah
kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana
konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum
mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan
kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga
memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara kepastian hukum.
2. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu
konsep yang mencakup langkah-langkah dan mekanisme hukum yang
dirancang untuk melindungi hak-hak individu maupun masyarakat
secara keseluruhan. Tujuan utama perlindungan hukum adalah
memastikan bahwa setiap orang memperoleh akses yang adil terhadap
keadilan, rasa aman, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum memiliki peranan
penting dalam menjaga keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan di
tengah masyarakat.

Lebih lanjut, perlindungan hukum meliputi berbagai aspek, antara
lain perlindungan terhadap tindakan kekerasan, diskriminasi,

penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Oleh

10 Hadji, Kuswan, et al. “Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum
tata negara.” Aladah: Jurnal Politik, Sosial. Hukum dan Humananiora 2.3 (2024), him. 25-33.
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karena itu, perlindungan hukum menuntut adanya pembentukan
peraturan perundang-undangan yang adil, keberadaan sistem peradilan
yang independen, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif.
Philipus M. Hadjon juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum
bagi kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, seperti
perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas.

Perlindungan hukum dalam konteks ini harus mampu menjamin
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka agar dapat hidup
bermartabat serta memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan
sosial. Dengan demikian, pandangan Philipus M. Hadjon menegaskan
bahwa perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam
mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan
hukum yang efektif akan memberikan rasa keadilan dan kepastian
hukum bagi seluruh warga negara.*

3. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radhbruch,
seorang filsuf hukum asal jerman, yang menyatakan bahwa tujuan
hukum mencakup 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:

a. Keadilan

b. Kemanfaatan

11 Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. Analisis Teori
Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman
Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan
Masyarakat, (2024), 2(01).
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c. Kepastian Hukum

Menurut Gustav, ketiga unsur ini harus seimbang agar hukum dapat
berfungsi secara ideal. Namun kepastian hukum menjadi unsur yang
paling mendasar karena tanpa kepastian hukum hukum tidak dapat
ditegakkan dan kehilangan makna sebagai alat pengatur kehidupan
masyarakat.'? Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah
bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-
wenang, yang berarti bahwa seorang akan memperoleh sesuatu yang
diharapkan dalam keadaan tertentu.'3

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya
kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan
akhirnya timbullah ketidakpastian yang pada akhirnya akan
menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga
dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak
dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan
kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang
paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan

kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan

2 Muslih, M. Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch
(Tiga nilai dasar hukum). Legalitas: Jurnal Hukum, 4(1), (2017), hlm 130-152.

13 Mario Julyano dkk, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi
Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, VVol.1 No. 01, Juli, 2021, him 14.
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yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya
tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktik-
praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia Il
dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik
kekejaman perang pada masa itu. Kepastian hukum ialah penentu suatu
masyarakat bisa melakukan apa, bisa mendapatkan apa, bisa berupaya
apa dengan ketentuan yang objektif dengan keadilan dan peri

kemanusiaan yang menjadi tujuan akhir.'4

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe
pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang
umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu
prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia
untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.®®
Dalam penelitian ini menggunakan :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum empiris dengan cara penelitian lapangan®. Penelitian ini

14 Yapiter Marpi, S.Kom., SH.,MH., llmu Hukum Suatu Pengantar, PT Zona Media
Mandiri, Desember, 2020, him 43.

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press 1986) hal. 3.

16 Muhaimin, Metode penelitian Hukum, (NTB: Mataran University Press, 2020), him. 80.
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mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis bekerjanya
hukum dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola penalaran induktif,
yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang
diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Pendekatan ini memanfaatkan
data empiris yang saling berkaitan dan diperiksa secara langsung
melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang kemudian
dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola dan kecenderungan
hukum dalam putusan serta merta terhadap hak hak pekerja.t’

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini
adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan
tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga
berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta dilapangan.

4. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Adapun sumber data
sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

17 Haki, Ubay, and Eka Danik Prahastiwi. "Strategi pengumpulan dan analisis data dalam
penelitian kualitatif pendidikan.” Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan 3.1 (2024): 1-19.
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Yaitu data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung
dari objek melainkan dari berbagai sumber.!® Bahan hukum
yang digunakan antara lain:
1. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta;
2. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI1/2024/PN Yyk;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
4. Herziene Inlandsch Reglement (HIR), khususnya Pasal 180
mengenai putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan
dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad,;
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi
pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu

18 M. Syamsudin, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), him. 98-99.



18

hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang
berkaitan dengan objek penelitian.®
5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
a. Teknik Pengumpulan
Teknik penggunaan data yang dilakukan penulis adalah dengan
pengumpulan data dari wawancara, jurnal, skripsi, tesis, artikel,
buku dan perundang-undangan yang didapat melalui perpustakaan
konvensional maupun perpustakaan online yang memiliki relevansi

terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

b. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk
menggambarkan pemecahan masalah menggunakan uraian kalimat

guna mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Prinsip Keadilan Menurut
Gustav Radbruch dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi
Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk)”, sistematika pembahasan

yang akan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

19 Ibid
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Pertama, Bab | merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang
permasalahan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), perlindungan
hukum pekerja, serta pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, bab ini juga
memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori yang digunakan yaitu teori keadilan Gustav Radbruch dan
teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, metode penelitian, serta

sistematika pembahasan.

Kedua, Bab Il berisi tinjauan umum dan landasan teori yang
digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep
ketenagakerjaan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK),
hak-hak pekerja, perlindungan hukum pekerja, serta kewenangan
Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan

ketenagakerjaan.

Ketiga, Bab Il membahas gambaran umum mengenai objek
penelitian yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk. Dalam bab ini
diuraikan mengenai kronologi perkara, identitas dan kedudukan para pihak,
duduk perkara, dasar gugatan, jawaban para pihak, alat bukti, fakta-fakta
hukum yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan hakim

dalam memutus perkara hubungan industrial tersebut.
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Keempat, Bab IV merupakan inti pembahasan yang berisi analisis
terhadap rumusan masalah penelitian. Pada bab ini penulis menganalisis
apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Putusan Nomor
11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk telah memenuhi prinsip keadilan menurut
Gustav Radbruch. Selain itu, bab ini juga membahas analisis pertimbangan
hakim dalam menerapkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum terhadap pekerja serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang

diberikan kepada pekerja dalam putusan tersebut.

Kelima, Bab VV merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai
jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis
yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan
kepada hakim, pemerintah, perusahaan, dan pekerja agar penerapan hukum
ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat
lebih mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta

perlindungan hukum terhadap pekerja.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari
permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil
sebuah Kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk, dapat disimpulkan
bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan
putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) didasarkan pada
ketentuan Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2000, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001
yang mengatur bahwa pemberian putusan serta-merta merupakan
kewenangan yang bersifat fakultatif dan hanya dapat dikabulkan apabila
memenuhi persyaratan tertentu. Majelis hakim menilai bahwa
permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan secara otomatis meskipun
diajukan dalam perkara hubungan industrial, melainkan harus didukung
oleh alat bukti yang kuat, adanya keadaan yang mendesak, serta tidak
menimbulkan risiko kesalahan eksekusi apabila putusan berubah pada
tingkat upaya hukum.

2. Bahwa Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk, dapat disimpulkan
bahwa penolakan permohonan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij
voorraad) menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap

perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pekerja. Penolakan
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tersebut menyebabkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidak
dapat segera dilaksanakan, sehingga pekerja harus menunggu hingga
putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
sebelum dapat menerima hak-hak normatifnya. Akibatnya, pembayaran
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak,
maupun hak finansial lainnya yang telah diputuskan oleh pengadilan
menjadi tertunda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak
pekerja telah diakui secara yuridis melalui putusan pengadilan,
pemenuhan hak tersebut belum dapat direalisasikan secara langsung
karena masih bergantung pada selesainya seluruh proses upaya hukum.
B. SARAN
1. Bagi Perusahaan

Perusahaan hendaknya melaksanakan hubungan kerja berdasarkan
prinsip itikad baik dengan memenuhi seluruh hak normatif pekerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi
pemutusan hubungan kerja, perusahaan sebaiknya menyelesaikan
kewajibannya, seperti pembayaran upah, pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan hak-hak lainnya secara tepat waktu tanpa harus
menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sikap tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum,
tetapi juga dapat meminimalkan terjadinya perselisihan hubungan
industrial.

2. Bagi Pemerintah
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Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai penerapan putusan
serta-merta dalam perkara hubungan industrial agar terdapat pedoman
yang lebih jelas mengenai syarat dan batasan pemberiannya. Selain itu,
pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan
ketenagakerjaan serta memperkuat peran mediator dan pengawas
ketenagakerjaan dalam mencegah pelanggaran hak-hak pekerja sejak
sebelum sengketa berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan
demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja dapat diwujudkan
secara lebih optimal.

Bagi Pekerja

Pekerja diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya
sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan
ketenagakerjaan serta aktif mendokumentasikan setiap hubungan kerja
dan pelanggaran yang terjadi sebagai alat bukti apabila timbul
perselisihan. Selain itu, pekerja sebaiknya mengoptimalkan mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bertahap sesuai
ketentuan yang berlaku serta memanfaatkan bantuan hukum atau
pendampingan dari serikat pekerja maupun lembaga bantuan hukum
agar hak-haknya dapat diperjuangkan secara efektif dan memperoleh

perlindungan hukum yang maksimal.
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